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Pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menghadapi 

tantangan akuntabilitas yang semakin kompleks seiring dengan 

meningkatnya pengeluaran publik dan keterbatasan sistem 

pemantauan pasca-realisasi. Situasi ini menciptakan risiko inefisiensi 

dan penyimpangan anggaran yang dapat menghambat pencapaian 

tujuan pembangunan. Studi ini bertujuan untuk merancang model 

dashboard SARA (SDGs Accountability and Risk Analytics) sebagai 

instrumen pendukung untuk memperkuat akuntabilitas dalam 

pendanaan pembangunan. Studi ini menggunakan pendekatan 

konseptual dan analisis kebijakan, dengan memanfaatkan data realisasi 

anggaran dan pengeluaran sebagai dasar untuk penilaian risiko dan 

deteksi anomali berbasis machine learning. Dashboard SARA 

menyajikan alur kerja pemantauan berbasis risiko melalui sistem 

peringatan dini dan dukungan pengambilan keputusan bagi pejabat 

pengawas dan pembuat kebijakan. Model yang diusulkan 

memposisikan machine learning sebagai alat analisis yang berpotensi 

mendukung pergeseran pengawasan dari pendekatan reaktif menuju 

preventif, dengan tetap menjaga peran kelembagaan dalam 

pengambilan keputusan. Model ini diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pengawasan, memperkuat kepercayaan publik, dan 

mendukung tata kelola pendanaan tujuan pembangunan berkelanjutan 

yang lebih akuntabel. 
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1. PENDAHULUAN 

Pembiayaan merupakan landasan utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) (Lagoarde-Segot & Lagoarde-Segot, 2020). Pemerintah mengalokasikan dana publik yang 
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signifikan untuk mendukung berbagai program SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga 

pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Alokasi yang besar ini menempatkan akuntabilitas 

dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik sebagai prasyarat penting untuk keberhasilan 

implementasi SDGs (Barua, 2020). Dari perspektif global, pencapaian SDGs Indonesia menunjukkan 

tantangan yang signifikan. Laporan Pembangunan Berkelanjutan menempatkan Indonesia di peringkat 

ke-77 dari 167 negara dengan skor indeks SDGs sebesar 70,22, yang menunjukkan kemajuan yang 

moderat dan tidak merata di semua tujuan pembangunan. Beberapa target, khususnya yang terkait 

dengan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, dan penguatan kelembagaan, masih menghadapi 

tantangan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs di Indonesia tidak 

hanya bergantung pada komitmen kebijakan dan alokasi anggaran yang besar, tetapi juga pada 

efektivitas tata kelola dan sistem pengawasan untuk pembiayaan pembangunan (Sachs et al., 2023). 

 

Gambar 1. Peningkatan kapasitas statistik Indonesia berdasarkan Statistical Performance Index 

(2016–2023).  

(Sumber: Sustainable Development Report 2025) 

Menariknya, terlepas dari tantangan-tantangan ini, kapasitas statistik Indonesia telah 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan Indeks Kinerja Statistik (Gambar 1), skor 

Indonesia meningkat dari 68,9 pada tahun 2016 menjadi 81,4 pada tahun 2023. Peningkatan ini 

mencerminkan kemajuan dalam ketersediaan, kualitas, dan pengelolaan data statistik nasional. Namun, 

kemajuan dalam kapasitas data ini belum sepenuhnya diiringi oleh penggunaan analitik yang efektif 

dalam sistem akuntabilitas publik. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan 

data dan kemampuan sistem pemantauan untuk memproses data tersebut menjadi instrumen peringatan 

dini dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas publik 

umumnya bergantung pada transparansi anggaran dan mekanisme audit konvensional (Nabila & 

Maulina, 2025). Meskipun publikasi laporan keuangan dan audit pasca-anggaran penting, pendekatan 

ini cenderung reaktif. Pada saat penyimpangan diidentifikasi, dampak buruknya seringkali sudah 

terjadi dan sulit untuk dibalikkan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada 

belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas pengelolaan pembiayaan pembangunan lintas 

sektoral berskala besar (Gaol et al., 2024). 

Di tengah meningkatnya kompleksitas data keuangan publik, otoritas pengawas dihadapkan 

pada tantangan untuk memproses data yang besar, beragam, dan terdistribusi di berbagai kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah, dengan sumber daya yang terbatas. Situasi ini menuntut inovasi 

dalam sistem akuntabilitas publik yang dapat mendukung pengawasan berbasis risiko dan bersifat 

preventif, bukan hanya korektif. Machine learning menawarkan potensi untuk mengatasi kebutuhan 

ini. Dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi pola, anomali, dan tren risiko dari data berskala 

besar, machine learning dapat berfungsi sebagai alat pendukung keputusan dalam pengawasan 

pembiayaan SDG. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran auditor atau 
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mekanisme akuntabilitas yang ada, tetapi lebih untuk memperkuatnya melalui sistem peringatan dini 

yang lebih adaptif dan berbasis data. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengusulkan SDGs Accountability and Risk 

Analytics (SARA) sebagai model konseptual untuk pengawasan pembiayaan SDGs di Indonesia 

berupa mock-up dashboard untuk memvisualisasikan mekanisme pengawasan berbasis risiko yang 

didukung oleh machine learning. Sehingga melalui pendekatan ini, akuntabilitas pembiayaan SDGs 

tidak hanya diarahkan pada transparansi tetapi juga pada pencegahan penyimpangan secara lebih 

efektif dan kontekstual terhadap tantangan tata kelola pembangunan di Indonesia. 

  

Tinjauan Pustaka 

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama pengelolaan keuangan negara, khususnya 

untuk program pembangunan berkelanjutan yang didanai oleh anggaran negara (Abhayawansa et al., 

2021). Pencapaian SDG membutuhkan lebih dari sekadar alokasi dana yang besar. Setiap program 

membutuhkan jaminan bahwa perencanaan anggaran, implementasi, dan akuntabilitas efektif, 

transparan, dan bebas dari penyimpangan (Salsabillah et al., 2025). Tanpa sistem akuntabilitas yang 

kuat, pembiayaan pembangunan berisiko gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem 

akuntabilitas publik di Indonesia masih bergantung pada mekanisme pelaporan dan audit 

konvensional. Laporan keuangan disusun setelah realisasi anggaran, sementara audit dilakukan untuk 

menilai kepatuhan dan kewajaran penggunaan dana selama periode tertentu. Pendekatan ini 

memainkan peran penting dalam menjaga disiplin fiskal, tetapi sifatnya yang pasca-kejadian 

membatasi kemampuan pengawasan untuk mengidentifikasi risiko sejak dini dalam implementasi 

program. 

 

 

Gambar 2. Jumlah Permasalahan SPI. 

(Sumber: Laporan Keuangan Bendahara Negara 2023) 

 

Bukti empiris menunjukkan keterbatasan ini masih berlanjut. Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia melaporkan 1.004 kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal dalam laporan 

keuangan kementerian dan lembaga serta Laporan Keuangan Bendahara Negara. Dari jumlah tersebut, 

48 persen terkait dengan kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

pengeluaran, sedangkan sisanya terkait dengan kelemahan dalam sistem akuntansi, pelaporan, dan 

struktur pengendalian internal. Pola temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan publik 

masih lebih berorientasi pada evaluasi pasca- anggaran daripada pencegahan risiko sejak dini. 

Skala pembiayaan SDGs memperburuk tantangan ini. Ribuan program dan transaksi anggaran 

harus dipantau dengan sumber daya pengawasan yang terbatas (Sitorus et al., 2025). Situasi ini 

cenderung membuat pengawasan menjadi selektif dan terfokus pada kepatuhan administratif, 

sementara risiko substantif pada tahap implementasi program berpotensi tidak terdeteksi. Akibatnya, 

pengawasan seringkali hanya merespons ketika penyimpangan telah berdampak pada kinerja program 



RATIO: Rev iiu Akuntansii Kontemporer Indonesi ia   

 

SDGS Accountability and Risk Analytics (SARA): Model Dashboard Digital Berbasis Machine Learning 

untuk Penguatan Akuntabilitas Pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Fathur Rachman1) 

 

249 

dan keuangan negara (Manes Rossi et al., 2025). Transparansi anggaran dan kepatuhan prosedural saja 

tidak cukup untuk mengatasi tantangan ini. Akuntabilitas publik membutuhkan pendekatan yang 

mampu secara sistematis dan berkelanjutan menilai risiko. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan 

prioritas pengawasan diarahkan pada program dan transaksi dengan tingkat kerentanan yang lebih 

tinggi, sehingga menghasilkan penggunaan sumber daya pengawasan yang lebih efektif (Chasanah et 

al., 2024; Kartikasari & Anggara, 2024). 

Ketersediaan data dan peningkatan kapasitas statistik nasional, seharusnya membuka jalan bagi 

pengembangan sistem pengawasan yang lebih adaptif. Namun, tanpa mekanisme analitis yang mampu 

memproses data ini menjadi informasi risiko operasional, potensi data tidak sepenuhnya dimanfaatkan 

untuk mencegah penyimpangan. Kesenjangan antara ketersediaan data dan efektivitas pengawasan ini 

mendorong perlunya inovasi dalam sistem akuntabilitas pembiayaan SDGs. Situasi ini memberikan 

dasar bagi pengembangan pendekatan pengawasan berbasis analitik sebagai bagian dari sistem 

akuntabilitas publik. Integrasi pendekatan ini diharapkan dapat menggeser model pengawasan dari 

reaktif menjadi preventif. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan pemodelan sistem dan analisis 

kebijakan berbasis literatur dan data sekunder. Keterbatasan sistem pemantauan pasca-implementasi 

yang ada menunjukkan perlunya pendekatan baru untuk akuntabilitas pembiayaan SDG. Tantangan 

utamanya bukan terletak pada kurangnya data, melainkan pada kemampuan sistem pemantauan untuk 

memproses data tersebut menjadi informasi risiko yang relevan dan tepat waktu (Murugan & T, 2023). 

Situasi ini membuka peluang untuk memanfaatkan machine learning sebagai instrumen pendukung 

untuk pemantauan berbasis risiko (Murugan & T, 2023). 

Machine learning memiliki kemampuan untuk mengenali pola dan hubungan kompleks dalam 

data skala besar yang sulit diidentifikasi menggunakan pendekatan konvensional. Data anggaran, 

realisasi pengeluaran, karakteristik program, dan temuan audit historis dapat diproses secara 

terintegrasi untuk menghasilkan indikasi risiko program. Peran utama machine learning dalam konteks 

akuntabilitas publik terletak pada fungsi penilaian risiko dan sistem peringatan dini. Alur konseptual 

pemanfaatan machine learning dalam pengawasan pembiayaan SDG ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. Ilustrasi konseptual pemanfaatan machine learning sebagai instrumen pendukung 

pengawasan pembiayaan SDGs melalui penilaian risiko dan system peringatan dini.  

(Kim et al., 2017) 

Ilustrasi tersebut menggambarkan proses pengolahan data anggaran dan program pembangunan 

melalui tahapan analisis berbasis machine learning untuk menghasilkan informasi risiko dan 

peringatan dini. Informasi ini kemudian digunakan sebagai pertimbangan oleh auditor dan pembuat 
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kebijakan, tanpa menggantikan wewenang pengambilan keputusan kelembagaan. Selain penilaian 

risiko, machine learning juga mendukung deteksi anomali. Pola pengeluaran yang tidak biasa, 

penyimpangan signifikan antara rencana dan realisasi, dan konsentrasi pengeluaran pada periode 

tertentu dapat diidentifikasi sebagai sinyal risiko awal. Sinyal-sinyal ini tidak dimaksudkan sebagai 

kesimpulan akhir, tetapi lebih sebagai indikator yang memerlukan penilaian lebih lanjut oleh otoritas 

pengawas. Meskipun menawarkan potensi yang signifikan, penggunaan machine learning tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia dalam sistem akuntabilitas publik. Proses audit, 

penilaian kepatuhan, dan penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab otoritas kelembagaan 

dengan legitimasi dan akuntabilitas publik. Machine learning berfungsi sebagai alat analitis yang 

memperkaya proses pengawasan melalui pendekatan keterlibatan manusia, memastikan bahwa 

keputusan akhir tetap akuntabel dan kontekstual. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alur Kerja Sistem SARA 

Alur kerja SARA ditunjukkan pada Gambar 4, yang mengilustrasikan proses langkah demi 

langkah dari input data hingga dukungan pengambilan keputusan. Tahap awal melibatkan input data, 

yang mencakup data anggaran, realisasi pengeluaran, karakteristik program SDG, dan informasi 

pendukung relevan lainnya. Data ini diproses pada tahap analitik menggunakan pendekatan machine 

learning untuk melakukan penilaian risiko dan deteksi anomali. 

 

Gambar 4. Alur kerja konseptual SARA, dari input data hingga mendukung pengambilan keputusan 

berbasis risiko. 

Tahap selanjutnya menghasilkan output analitis berupa skor risiko, indikator peringatan dini, 

dan sinyal anomali untuk program atau aktivitas tertentu. Informasi ini bukan merupakan keputusan 

akhir, melainkan sebagai materi pendukung bagi pejabat pengawas dan pembuat kebijakan. Tahap 

terakhir adalah dukungan pengambilan keputusan, yang menggunakan hasil analitis untuk membantu 

menentukan prioritas audit, pengawasan tematik, dan merumuskan respons kebijakan. Alur ini 

mencerminkan prinsip keterlibatan manusia, yang menempatkan wewenang pengambilan keputusan 

secara tegas di dalam lembaga publik. 

 

Desain Dashboard SARA dan Prinsip Pengawasan 
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Gambar 5. Logo SARA 

Implementasi konseptual SARA divisualisasikan melalui desain dashboard prototipe yang 

ditunjukkan pada Gambar 6. Dashboard ini berfungsi sebagai antarmuka utama bagi pengguna 

institusional, seperti petugas pengawasan internal, auditor, dan pembuat kebijakan. Tujuan utama 

dashboard bukanlah untuk menyajikan semua data secara detail, tetapi untuk menyederhanakan 

informasi kompleks menjadi tampilan yang berorientasi risiko dan dapat ditindaklanjuti. 

  

 

Gambar 6. Maket dashboard SARA. 

Dashboard SARA dirancang dengan fitur-fitur utama berikut: 

1. Risk Score Indicator, yang menampilkan skor risiko untuk setiap program SDG. Skor ini 

mewakili hasil analisis konseptual dari pola historis dan karakteristik program. Melalui indikator 

ini, pengawas dapat secara objektif dan konsisten membandingkan tingkat risiko antar program. 

2. Anomaly Detection Alert, yang memberikan pemberitahuan tentang pola pengeluaran atau 

realisasi anggaran yang tidak biasa. Contoh anomali meliputi lonjakan pengeluaran selama 

periode tertentu, penyimpangan signifikan antara rencana dan realisasi, dan pola transaksi 
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berulang yang berpotensi menyimpang. Fitur ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk 

mendukung tindakan pencegahan. 

3. Program Risk Table, yang menampilkan daftar program SDG beserta tingkat risikonya, indikator 

risiko utama, dan rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi yang disajikan tidak otomatis tetapi 

berfungsi sebagai masukan awal bagi auditor dan pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas 

untuk pemantauan atau evaluasi lebih lanjut. 

4. Policy and Audit Insight Panel, yang merangkum pola risiko dominan dan implikasinya terhadap 

kebijakan dan agenda pengawasan. Panel ini menekankan hubungan antara hasil analisis risiko 

dan proses pengambilan keputusan dalam sistem akuntabilitas publik. 

Gambar 7. Analisis SWOT aplikasi SARA. 

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan tantangan implementasi 

SARA sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 

digunakan beberapa kerangka analisis pendukung yang bersifat reflektif dan konseptual. Pertama, 

dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi 

posisi strategis SARA sebagai model dashboard pengawasan berbasis risiko dalam sistem akuntabilitas 

publik (Puyt et al., 2023). Analisis ini memberikan gambaran awal mengenai kekuatan internal, 

keterbatasan, peluang pengembangan, serta tantangan yang perlu dikelola dalam penerapan model. 

Gambaran umum hasil analisis SWOT SARA disajikan pada Gambar 7, sedangkan uraian analisis 

secara lebih rinci disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis SWOT 

Aspek Keterangan 

Strengths 

(Kekuatan) 

Pendekatan pengawasan berbasis risiko; pemanfaatan data 

anggaran yang sudah tersedia; dukungan sistem peringatan dini. 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

Ketergantungan pada kualitas dan konsistensi data; variasi kapasitas 

pengguna dalam memahami hasil analitik. 

 Opportunities 

(Peluang) 

Agenda transformasi digital pemerintah; kebutuhan penguatan 

akuntabilitas pembiayaan pembangunan; peluang integrasi dengan sistem 

pengawasan yang ada. 

Threats 

(Ancaman) 

Resistensi institusional; isu tata kelola dan keamanan data; potensi bias 

analitik jika tidak diawasi. 
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1. Strengths (Kekuatan) 

Model ini mengadopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan fokus 

pengawasan diarahkan pada program dengan tingkat kerawanan tertinggi. Pemanfaatan data anggaran 

dan realisasi belanja yang telah tersedia mendukung efisiensi pengawasan tanpa menambah beban 

pelaporan baru. Integrasi machine learning memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap potensi 

penyimpangan. 

2. Weaknesses (Kelemahan) 

Efektivitas model sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi data yang dikelola oleh 

berbagai institusi. Kesiapan sumber daya manusia dalam memahami hasil analitik juga masih 

bervariasi. Tanpa peningkatan kapasitas pengguna, hasil analisis berisiko tidak dimanfaatkan secara 

optimal. 

3. Opportunities (Peluang) 

Agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah membuka ruang bagi 

penerapan sistem pengawasan berbasis data. Kebutuhan penguatan akuntabilitas pembiayaan 

pembangunan semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas program Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Model ini berpotensi diintegrasikan dengan sistem pengawasan yang telah ada. 

4. Threats (Ancaman) 

Resistensi institusional terhadap perubahan pola pengawasan dapat menghambat adopsi 

model. Isu tata kelola data, keamanan informasi, dan potensi bias analitik juga perlu dikelola secara 

cermat agar tidak menimbulkan risiko baru pada sistem akuntabilitas publik. 

Selanjutnya, dilakukan pemetaan pemangku kepentingan guna memahami kebutuhan 

koordinasi dan peran institusional dalam implementasi SARA pada sistem pengawasan pembiayaan 

pembangunan. Pemetaan ini berfungsi untuk mengidentifikasi aktor kunci serta hubungan koordinasi 

lintas institusi yang diperlukan agar model dashboard pengawasan berbasis risiko dapat berfungsi 

secara efektif. Uraian lengkap pemetaan pemangku kepentingan disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Peta Pemangku Kepentingan Implementasi Dashboard Pengawasan Pembiayaan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan 

Pemangku Kepentingan Peran Utama 

Badan Pemeriksa Keuangan 
Pemanfaatan hasil analitik untuk penentuan 

prioritas pemeriksaan 

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pengawasan internal dan tindak lanjut berbasis 

risiko 

Kementerian Keuangan Penyedia data anggaran dan realisasi belanja 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

Integrasi hasil pengawasan dengan 

perencanaan pembangunan 

Kementerian dan Lembaga Pelaksana Pengelolaan program dan respons atas 

peringatan risiko 
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Pemerintah Daerah 
Implementasi pengawasan pada tingkat 

subnasional 

 

Untuk melengkapi kedua analisis tersebut, digunakan analisis PESTEL (Political, Economic, 

Social, Technological, Environmental, Legal) sebagai kerangka untuk mengidentifikasi faktor 

lingkungan eksternal yang memengaruhi penerapan sistem pengawasan pembiayaan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (James B. Ayers, 2015). Analisis ini memberikan gambaran awal 

mengenai peluang dan tantangan kebijakan, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta regulasi 

yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan adopsi model SARA. Uraian lengkap analisis 

PESTEL disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis PASTEL Implementasi Dashboard SARA 

Aspek Implikasi terhadap SARA 

Political 

Komitmen pemerintah terhadap transparansi dan pengawasan

  anggaran  memengaruhi dukungan 
implementasi. 

Economic 
Keterbatasan sumber daya pengawasan mendorong kebutuhan 

pendekatan berbasis risiko dan efisiensi. 

Social 
Tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan kepercayaan pada pengelolaan 

dana publik semakin meningkat. 

Technological 
Ketersediaan data dan infrastruktur digital mendukung pengembangan 

dashboard analitik. 

Environmental 
Fokus SDGs pada keberlanjutan menuntut pengawasan pembiayaan yang 

sensitif terhadap dampak lingkungan. 

Legal 
Kerangka regulasi pengelolaan keuangan negara dan perlindungan data 

menentukan ruang implementasi sistem. 

Sumber: (James B. Ayers, 2015) 
 

5. KESIMPULAN 

Penelitian ini mengusulkan SDGs Accountability and Risk Analytics (SARA) sebagai model 

konseptual untuk memperkuat pengawasan pembiayaan SDGs melalui pendekatan berbasis risiko 

yang didukung oleh machine learning. Melalui simulasi dashboard akuntabilitas, SARA 

memvisualisasikan bagaimana analitik risiko dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang 

mendukung auditor dan pembuat kebijakan dalam memprioritaskan pengawasan. Pendekatan ini 

menempatkan teknologi sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti, dalam sistem akuntabilitas 

publik. Implikasi utama dari gagasan ini adalah pergeseran paradigma pengawasan dari reaktif menjadi 

preventif. Akuntansi publik dan audit sektor publik tidak lagi hanya berperan dalam 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga dalam mengantisipasi potensi 

penyimpangan sejak tahap implementasi program. Dengan dukungan analitik risiko, pengawasan 

pembiayaan SDG dapat dilakukan dengan cara yang lebih terfokus, efisien, dan berbasis bukti. 
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